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Keywords: Kebutuhan sosial melalui studi literatur dengan mengintegrasikan
masyarakat, Kebijakan bantuan perspektif politik kebutuhan Nancy Fraser dan
sosial, Dinamika Kekuasaan Multiple Streams Framework John W. Kingdon. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa problem stream
terbentuk melalui lonjakan kemiskinan,

pengangguran, dan kerentanan kelompok informal;
politics stream menguat melalui tekanan publik,
tuntutan stabilitas sosial, dan keputusan politik
pemerintah; sedangkan policy stream ditopang oleh
ketersediaan program perlindungan sosial yang telah
ada dan dapat segera diperluas. Pandemi berfungsi
sebagai focusing event yang membuka policy window
bagi perluasan bansos. Namun, relasi kekuasaan
dalam pendefinisian kebutuhan tetap bersifat
asimetris karena negara dan birokrasi memiliki
kewenangan utama menentukan kategori penerima
melalui data administratif. Akibatnya, rumah tangga
vang telah tercatat lebih mudah masuk ke sistem,
sementara pekerja informal, kelompok miskin baru,
dan kelompok rentan dengan akses administratif
terbatas lebih berisiko mengalami exclusion error.
Integrasi Fraser dan Kingdon menunjukkan bahwa
masuknya kebutuhan ke agenda kebijakan tidak hanya
bergantung pada besarnya masalah, tetapi juga pada
siapa yang berwenang mendefinisikan kebutuhan dan
pada momentum politik yang memungkinkan solusi
tertentu diprioritaskan.
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PENDAHULUAN

Kebutuhan sosial merupakan fondasi utama dalam pembentukan kebijakan publik karena
kebijakan pada dasarnya dirancang untuk merespons tuntutan masyarakat (Desrinelti et al., 2021;
Septiana et al., 2023). Namun, tidak semua kebutuhan sosial secara otomatis diterjemahkan
menjadi kebijakan, karena proses penentuannya dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, prioritas
politik, serta kapasitas kelembagaan (Putri, 2019). Dalam konteks negara modern, kebutuhan
masyarakat bukanlah realitas yang netral, melainkan hasil konstruksi sosial dan politik yang
dipengaruhi oleh aktor dan kepentingan tertentu (Siraj & Maulidina, 2018).

Persoalan tersebut menjadi semakin nyata pada masa krisis, seperti pandemi COVID-19,
ketika lonjakan kebutuhan sosial menuntut respons kebijakan yang cepat (Gentilini et al., 2021).
Tekanan untuk bertindak cepat sering membuat kebijakan lebih berorientasi pada kecepatan
daripada ketepatan dalam memahami kebutuhan masyarakat secara menyeluruh (Boin et al., 2020;
Capano et al., 2020). Akibatnya, kebijakan bantuan sosial selama pandemi kerap menghadapi
persoalan ketidaktepatan sasaran dan ketidaksesuaian data penerima manfaat (Ayuningtyas et al.,
2022), sementara krisis sosial-ekonomi seperti meningkatnya pengangguran dan penurunan
pendapatan memperluas jumlah kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan sosial (Kim,
2024; Juli et al., 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan bantuan sosial tidak hanya bersifat teknis
pada tahap implementasi, tetapi berkaitan dengan proses yang lebih mendasar, yaitu bagaimana
kebutuhan masyarakat didefinisikan dan diprioritaskan sejak tahap awal kebijakan. Dalam
kerangka siklus kebijakan publik, tahap agenda setting menjadi krusial karena menentukan isu
mana yang diprioritaskan oleh pemerintah (Cairney, 2024). Suatu isu dapat masuk ke dalam agenda
kebijakan ketika terjadi pertemuan antara aliran masalah, kebijakan, dan politik yang membuka
peluang kebijakan (policy window) (Cairney, 2024; Battaglia, 2025; Akinyemi et al., 2021),
meskipun proses tersebut sering dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kapasitas kelembagaan
negara (Khan et al., 2025; Birkland, 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan mendesak untuk memahami bagaimana
proses politik dan kelembagaan memengaruhi penetapan kebijakan bantuan sosial pada masa
krisis, khususnya dalam menentukan kebutuhan masyarakat yang diprioritaskan dalam agenda
kebijakan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa kebijakan
bantuan sosial tidak hanya disusun secara cepat, tetapi juga tepat sasaran, responsif terhadap
kelompok rentan, serta mampu meminimalkan kesalahan penentuan penerima manfaat dalam
situasi krisis (Fritzler et al., 2025; Scopelliti & Ceron, 2025; Gilardi et al., 2021).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial selama
pandemi COVID-19 masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan kelembagaan. Penelitian
Srirahayu (2024) menemukan bahwa program bantuan sosial di Indonesia masih diwarnai oleh
ketidakkonsistenan data, tumpang tindih program, serta bias kepentingan dalam proses distribusi,
sehingga kebijakan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat. Penelitian Salsabila
et al. (2024) juga menunjukkan bahwa ketidakefektifan bantuan sosial disebabkan oleh kesalahan
penargetan dan lemahnya sistem evaluasi kebijakan. Sementara itu, penelitian Andriyana dan
Jowono (2022) menekankan bahwa koordinasi antarlevel pemerintahan sangat memengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan bantuan sosial. Selain itu, penelitian Yopiannor et al. (2024)
menggunakan kerangka Multiple Streams Framework dan menemukan bahwa kebijakan pada masa
krisis terbentuk melalui pertemuan antara aliran masalah, kebijakan, dan politik.

Temuan dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan adanya kesamaan dalam
mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kebijakan bantuan sosial dan kebutuhan masyarakat.
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Namun, sebagian besar penelitian masih menempatkan persoalan pada tahap implementasi
kebijakan, seperti distribusi bantuan, koordinasi antarinstansi, dan efektivitas program. Pendekatan
tersebut penting untuk menjelaskan kinerja kebijakan, tetapi belum sepenuhnya mampu menjawab
pertanyaan yang lebih mendasar mengenai bagaimana kebutuhan masyarakat didefinisikan dan
diprioritaskan sejak awal proses kebijakan. Dengan kata lain, masalah kebijakan cenderung
dipahami sebagai kegagalan teknis dalam pelaksanaan, sementara proses politik dan kelembagaan
yang menentukan arah kebijakan pada tahap perumusan masih relatif kurang mendapat perhatian
dalam penelitian.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) dalam studi
kebijakan bantuan sosial, yaitu keterbatasan analisis yang menelusuri hubungan antara proses
definisi kebutuhan masyarakat, dinamika kekuasaan, dan pembentukan agenda kebijakan sejak
tahap awal. Padahal, dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19, penentuan siapa yang
dianggap membutuhkan bantuan dan kebutuhan mana yang diprioritaskan merupakan bagian
penting dari proses politik yang menentukan bentuk kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu,
penelitian ini berfokus pada tahap hulu kebijakan, khususnya pada proses penetapan agenda dan
definisi kebutuhan sosial.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif politik kebutuhan Nancy Fraser
dan Multiple Streams Framework John W. Kingdon dalam satu kerangka analitis. Fraser digunakan
untuk menjelaskan bahwa kebutuhan sosial tidak hadir sebagai fakta yang netral, tetapi
dikonstruksi melalui perebutan definisi, kewenangan administratif, dan relasi kuasa yang
menentukan siapa yang diakui sebagai kelompok yang membutuhkan. Kingdon kemudian
digunakan untuk menjelaskan bagaimana definisi kebutuhan tersebut memperoleh perhatian
melalui problem stream, politics stream, dan policy stream hingga terbukanya policy window.
Dengan menggabungkan keduanya, penelitian ini tidak hanya menjawab mengapa isu bantuan
sosial masuk ke agenda pemerintah, tetapi juga menjelaskan kebutuhan siapa yang lebih mudah
dikenali oleh sistem dan kebutuhan siapa yang berisiko tersisih sebelum proses agenda setting
berlangsung. Fokus pada tahap hulu tersebut membedakan penelitian ini dari kajian yang lebih
banyak menilai distribusi atau efektivitas bantuan pada tahap implementasi. Adapun kajian
pandemi COVID-19 di Indonesia digunakan sebagai kontribusi empiris untuk menguji kegunaan
kerangka integratif tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai bagaimana
kebutuhan sosial dalam situasi krisis diakui sebagai masalah publik, diprioritaskan dalam agenda
kebijakan, dan diterjemahkan menjadi kebijakan bantuan sosial oleh pemerintah. Fokus utama
penelitian ini adalah memahami bagaimana dinamika kekuasaan dan proses penetapan agenda
memengaruhi cara pemerintah mendefinisikan kebutuhan sosial dan membentuk kebijakan bantuan
sosial pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia.

LANDASAN TEORI
Teori Politik Kebutuhan Sosial Perspektif Nancy Fraser

Dalam pemikiran Nancy Fraser, konsep kebutuhan (needs) tidak dipahami sebagai sesuatu
yang netral atau semata-mata bersifat biologis. Ia menolak pandangan lama yang menganggap
kebutuhan sebagai hal yang “alami” dan tidak perlu diperdebatkan. Sebaliknya, Fraser menegaskan
bahwa kebutuhan selalu dibentuk melalui proses sosial dan politik. Artinya, setiap kebijakan sosial
pada dasarnya merupakan hasil dari proses penafsiran mengenai siapa yang membutuhkan, apa
yang dibutuhkan, serta siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan hal tersebut. Dalam kajian

ISSN : 2828-5271 (online)



107
J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah

Vol. 5, No. 6, Oktober 2025
1

kontemporer, pandangan ini kembali ditegaskan bahwa kebutuhan tidak hanya berkaitan dengan
“apa” yang dibutuhkan, tetapi juga “bagaimana” dan “oleh siapa” kebutuhan tersebut didefinisikan
(Fraser, 2020).

Konsep kebutuhan sosial menurut Nancy Fraser dapat dipahami sebagai hasil konstruksi
sosial yang terbentuk melalui relasi kekuasaan. Artinya, kebutuhan tidak bersifat netral atau berdiri
sendiri, melainkan ditentukan oleh berbagai aktor seperti negara, birokrasi, maupun kelompok
dominan dalam masyarakat. Fraser menegaskan bahwa dalam sistem kesejahteraan, kebutuhan
sering kali telah didefinisikan secara administratif sejak awal sehingga membatasi partisipasi
kelompok marginal dalam mendefinisikan kebutuhannya sendiri (Fraser, 1989). Dalam konteks
Indonesia, kondisi ini juga terlihat dalam berbagai kebijakan sosial yang masih bersifat top-down
dan belum sepenuhnya partisipatif, sehingga kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat
miskin sering mengalami keterbatasan representasi (Mudzakir, 2021; Syahwal, 2024).

Selain itu, Fraser menjelaskan adanya tiga momen dalam politik kebutuhan (three moments
of the politics of needs), yaitu proses menjadikan kebutuhan sebagai isu publik, perebutan
interpretasi kebutuhan, dan distribusi kebutuhan dalam kebijakan (Fraser, 1989). Ketiga momen
ini menunjukkan bahwa kebutuhan selalu melalui proses politik yang penuh konflik kepentingan.
Dalam studi kontemporer di Indonesia, dinamika ini dapat dilihat dalam gerakan sosial seperti
advokasi pekerja domestik yang berupaya mengangkat isu privat menjadi isu publik sekaligus
memperjuangkan pengakuan dan distribusi hak secara adil (Syahwal, 2024). Hal ini memperkuat
argumen Fraser bahwa kebutuhan tidak pernah netral, melainkan selalu diperebutkan dalam arena
politik.

Dalam perkembangan teori kritis, tiga momen tersebut memperlihatkan bahwa politik
kebutuhan bukan hanya soal pemenuhan, tetapi juga soal legitimasi dan pertarungan wacana. Fraser
menekankan bahwa kelompok dominan sering memiliki kekuasaan lebih besar dalam menentukan
definisi kebutuhan (Fraser, 1990). Dalam konteks Indonesia, penelitian mengenai aktivisme
feminis digital menunjukkan bahwa negara, platform digital, dan norma patriarki turut membentuk
batasan terhadap bagaimana kebutuhan perempuan diartikulasikan dan diakui (Saraswati, 2025).
Hal ini menunjukkan bahwa politik kebutuhan juga berlangsung dalam ruang digital dan tidak
hanya dalam kebijakan formal.

Selain itu juga, Fraser memperkenalkan konsep runaway needs atau kebutuhan yang
berkembang tanpa batas sebagai akibat logika kapitalisme (Fraser, 2013). Dalam kondisi ini,
kebutuhan tidak lagi semata-mata berasal dari kebutuhan dasar manusia, tetapi juga diproduksi oleh
sistem ekonomi dan sosial. Dalam konteks Indonesia, analisis feminisme kritis menunjukkan
bahwa kapitalisme menciptakan beban ganda bagi perempuan melalui eksploitasi kerja produktif
dan reproduktif, yang pada akhirnya memperluas definisi kebutuhan secara sistemik (Mudzakir,
2021). Hal ini menegaskan bahwa kebutuhan dapat menjadi instrumen reproduksi ketimpangan
sosial.

Secara keseluruhan, pemikiran Fraser menunjukkan bahwa kebutuhan sosial merupakan
hasil interaksi antara struktur ekonomi, budaya, dan politik. Ia menekankan pentingnya integrasi
antara dimensi redistribusi dan rekognisi dalam memahami keadilan sosial (Fraser, 1995). Dalam
konteks Indonesia, pendekatan ini semakin relevan karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa
ketidakadilan sosial tidak hanya disebabkan oleh distribusi ekonomi yang timpang, tetapi juga oleh
kegagalan dalam memberikan pengakuan terhadap kelompok marginal (Miswanto, 2022;
Saraswati, 2025). Dengan demikian, analisis kebutuhan sosial harus dilihat sebagai bagian dari
arena politik yang kompleks, di mana relasi kekuasaan menentukan siapa yang diakui, didengar,
dan dipenuhi kebutuhannya.
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Teori Agenda Setting Perspektif John W. Kingdon

Agenda adalah daftar masalah yang dianggap penting oleh masyarakat dan harus segera
ditangani oleh pemerintah. Agenda setting adalah proses untuk membawa suatu masalah yang
semula hanya dirasakan oleh masyarakat ke dalam perhatian pemerintah. Pada fase ini, pemerintah
mulai memutuskan masalah mana yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan, yang merupakan
tahap pertama dalam pembentukan kebijakan publik (Anggara, 2014 dalam Afrinita et al., 2021).
Agenda Setting merupakan langkah pertama dalam proses kebijakan publik, menurut teori Agenda
setting dari John W. Kingdon. Pada tahap ini, pemerintah mulai mengidentifikasi masalah-masalah
yang perlu ditangani dan ditindaklanjuti problem stream, policy stream, dan politics stream adalah
tiga aliran utama (7hree Stream Theory) menurut Kingdon dalam teori Agenda Setting (Afrinita et
al., 2021).

Pertama, problem stream menjelaskan berbagai kondisi sosial yang terjadi di masyarakat.
Tidak semua kesulitan langsung dikenali sebagai masalah; sebagian dianggap masalah, sebagian
disembunyikan, dan sebagian berpotensi menjadi masalah di masa depan. Menurut Kingdon
(dalam Aswari, 2017), suatu situasi hanya dianggap sebagai masalah jika masyarakat meyakini
bahwa situasi tersebut perlu diubah. Kesadaran publik menjadi faktor krusial dalam menentukan
apakah suatu kondisi dipandang sebagai masalah (Afrinita dkk., 2021).

Kingdon juga menyebutkan bahwa indicators, events, dan feedback merupakan tiga
mekanisme utama yang membuat suatu masalah mendapat perhatian pembuat kebijakan. Indikator
menunjukkan skala masalah melalui data seperti pengangguran atau kemiskinan, peristiwa menarik
perhatian publik seperti krisis atau bencana, sedangkan umpan balik menunjukkan kelemahan atau
kegagalan kebijakan. Ketiga faktor ini menjadi katalis bagi pemerintah untuk bertindak serta
membantu memetakan masalah dari tahap awal hingga tahap kritis yang memerlukan penanganan
segera.

Kedua, politics stream menekankan bahwa suatu masalah dapat masuk ke agenda kebijakan
tidak hanya karena penting, tetapi juga karena didukung oleh kondisi politik. Kingdon (dalam
Puspita, 2016) menegaskan bahwa kekuasaan politik merupakan faktor utama dalam menentukan
prioritas isu. Komponen utama dalam aliran ini meliputi national mood, kekuatan politik
terorganisir, kondisi pemerintahan, dan proses pencapaian konsensus (Afrinita et al., 2021).

National mood berkaitan dengan opini publik terhadap suatu isu, sedangkan kekuatan
politik terorganisir mencakup lembaga legislatif, partai politik, dan kelompok kepentingan. Faktor
pemerintahan berkaitan dengan perubahan struktur kekuasaan atau pejabat, sementara
pembangunan konsensus melibatkan proses seperti tawar-menawar (bargaining), mengikuti arus
dukungan (bandwagons), dan pemberian insentif (tipping). Peristiwa besar seperti pemilihan
umum, pergantian rezim, atau perubahan dukungan pemilih juga memengaruhi aliran politik
(Kingdon dalam Aswari, 2017; Afrinita et al., 2021).

Ketiga, policy stream mencakup berbagai ide atau solusi untuk menangani masalah.
Kingdon mengibaratkan aliran kebijakan sebagai primeval soup, yaitu kumpulan ide yang saling
bersaing, berkembang, dan berinteraksi (Afrinita et al., 2021). Tidak semua ide akan diterima;
hanya ide yang secara teknis memungkinkan, sesuai dengan nilai masyarakat, dan mampu
mengatasi masalah yang akan dipilih. Proses ini menyerupai seleksi alam, di mana sebagian ide
bertahan, sebagian hilang, dan sebagian bergabung membentuk solusi baru. Proses tersebut
didorong oleh peran policy entrepreneurs dan policy communities, yaitu aktor yang aktif
menawarkan ide dan mempengaruhi kebijakan agar solusi tertentu diterima (Kingdon dalam
Aswari, 2017; Afrinita et al., 2021). Menurut Kingdon (dalam Puspita, 2016), aliran kebijakan juga
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dapat dipahami sebagai proses penciptaan, evaluasi, dan pengajuan solusi kepada pembuat
keputusan.

Selain tiga aliran tersebut, policy window dan policy entrepreneurs merupakan konsep
penting dalam Teori Agenda Setting Kingdon. Policy window dapat dipahami sebagai peluang
munculnya kebijakan ketika aliran masalah, politik, dan kebijakan bertemu, sedangkan policy
entrepreneurs adalah aktor yang memanfaatkan peluang tersebut untuk mendorong perubahan
kebijakan.

Pertama, policy window merupakan waktu atau kesempatan ketika suatu masalah memiliki
peluang besar untuk masuk ke dalam agenda kebijakan pemerintah. Menurut Kingdon, jendela
kebijakan terbuka ketika tiga aliran utama aliran masalah, aliran politik, dan aliran kebijakan
bertemu pada saat yang sama, sehingga solusi tersedia, masalah dianggap penting, dan kondisi
politik mendukung. Jika salah satu komponen tidak ada, maka masalah akan sulit masuk ke agenda
pemerintah (Suprapto, 2024). Policy window biasanya muncul akibat peristiwa tertentu seperti
krisis, bencana, pergantian pemerintahan, atau tekanan publik yang kuat. Momen ini bersifat
sementara seperti “jendela yang terbuka sebentar”, sehingga jika tidak dimanfaatkan, peluang
tersebut dapat hilang. Oleh karena itu, ketepatan waktu menjadi faktor krusial dalam perumusan
kebijakan (Suprapto, 2024).

Kedua, policy entrepreneurs adalah individu atau organisasi yang secara aktif berupaya
memasukkan masalah ke dalam agenda kebijakan. Mereka dapat berasal dari pemerintah,
akademisi, aktivis, atau organisasi lain yang memiliki kepentingan dan kemampuan memengaruhi
kebijakan. Kingdon mendefinisikan policy entrepreneurs sebagai aktor yang bersedia
menginvestasikan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk mempromosikan suatu gagasan agar
diterima pemerintah (Hamidi & Mayasari, 2023). Policy entrepreneurs berperan penting karena
menghubungkan ketiga aliran kebijakan: mendefinisikan masalah, mengusulkan solusi, dan
membangun dukungan politik. Mereka sering menjadi pihak yang memanfaatkan peluang
kebijakan (policy window) agar suatu isu dapat segera disahkan menjadi kebijakan. Tanpa
keterlibatan mereka, banyak masalah penting tidak akan sampai ke tahap kebijakan (Hamidi &
Mayasari, 2023). Selain itu, policy entrepreneurs umumnya memiliki karakteristik seperti
ketangguhan, jaringan luas, keahlian, dan kemampuan komunikasi yang baik. Karena peluang
kebijakan jarang terjadi, kemampuan mereka dalam memanfaatkan momentum sangat menentukan
keberhasilan suatu kebijakan (Hamidi & Mayasari, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Penelusuran
sumber dilakukan melalui Google Scholar dan GARUDA, kemudian dilengkapi dengan buku
akademik, dokumen kebijakan, serta data dan laporan resmi lembaga pemerintah maupun lembaga
pengawasan yang relevan dengan bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Kata kunci yang
digunakan meliputi kombinasi istilah "bantuan sosial COVID-19", "perlindungan sosial pandemi",
"agenda setting", "Multiple Streams Framework", "politik kebutuhan", "Nancy Fraser", "DTKS",
dan "kebijakan bantuan sosial Indonesia". Literatur empiris diprioritaskan pada publikasi 2020—
2026 agar sesuai dengan periode pandemi dan perkembangan kajian setelahnya, sedangkan karya
klasik Fraser dan literatur dasar agenda setting tetap digunakan sebagai landasan teoritis. Kriteria
inklusi mencakup sumber yang membahas kebijakan bantuan sosial di Indonesia, proses
pembentukan agenda, definisi kebutuhan sosial, data penerima, relasi aktor, atau tata kelola
perlindungan sosial. Sumber yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian, duplikatif,
atau tidak memiliki informasi bibliografis yang memadai dikeluarkan dari analisis. Berdasarkan
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proses tersebut, korpus akhir penelitian terdiri atas 59 sumber yang tercantum dalam daftar
referensi.

Proses penyaringan dilakukan bertahap melalui identifikasi judul dan abstrak, pemeriksaan
kesesuaian isi, kemudian pembacaan penuh terhadap sumber yang memenuhi kriteria. Analisis
dilakukan secara tematik-deduktif. Pertama, informasi mengenai perubahan kemiskinan,
pengangguran, kelompok terdampak, dan persoalan data dikodekan sebagai problem stream.
Kedua, tekanan publik, keputusan pemerintah, kepentingan politik, hubungan pusat-daerah, dan
posisi aktor dominan dikodekan sebagai politics stream dan relasi kekuasaan. Ketiga, pilihan
program, perluasan skema yang telah ada, serta kelayakan administratif dikodekan sebagai policy
stream. Kategori focusing event, policy window, dan policy entrepreneurs digunakan untuk
membaca proses coupling antaraliran. Perspektif Fraser digunakan secara silang untuk menilai
siapa yang memiliki otoritas mendefinisikan kebutuhan, kelompok mana yang terwakili atau tidak
terwakili, serta bagaimana definisi administratif menghasilkan inclusion dan exclusion error.
Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan artikel
ilmiah, data statistik resmi, dokumen kebijakan, dan laporan lembaga pengawasan pada isu yang
sama; klaim hanya dipertahankan ketika memperoleh dukungan dari lebih dari satu jenis sumber
atau dapat diverifikasi melalui sumber resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Bantuan Sosial pada Masa Covid-19 di Indonesia

Pandemi COVID-19 memperluas kerentanan sosial-ekonomi di Indonesia dalam waktu
singkat. Kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020 dan pada tahun yang sama perekonomian
mengalami kontraksi, sementara tingkat pengangguran terbuka meningkat dan jutaan penduduk
usia kerja terdampak melalui kehilangan pekerjaan maupun pengurangan jam kerja (Morado, 2021;
BPS, 2020). Dampak paling kuat dirasakan kelompok berpendapatan rendah dan pekerja informal
yang bergantung pada penghasilan harian, sehingga kebutuhan perlindungan sosial meningkat jauh
lebih cepat daripada kondisi normal (Herdiana, 2020; Fadhli & Fahimah, 2021).

Respons pemerintah ditandai oleh perluasan ruang fiskal dan perlindungan sosial. Perppu
Nomor | Tahun 2020 menjadi salah satu dasar realokasi anggaran penanganan pandemi, termasuk
untuk jaring pengaman sosial. Peningkatan ini terlihat pada anggaran bantuan sosial yang melonjak
pada 2020 dibandingkan periode sebelum pandemi (Morado, 2021; Katadata Insight Center, 2024).
Perubahan tersebut penting bukan hanya sebagai peningkatan nominal anggaran, tetapi sebagai
indikasi bahwa perlindungan sosial berpindah menjadi salah satu prioritas agenda pemerintah
ketika krisis kesehatan berkembang menjadi krisis kesejahteraan.

Secara programatik, pemerintah memperluas skema yang telah ada seperti Program
Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako/BPNT, sekaligus menjalankan Bantuan Sosial
Tunai (BST) dan skema lain untuk kelompok terdampak yang belum tercakup program reguler
(Morado, 2021; Herdiana, 2020). Variasi instrumen tersebut menunjukkan bahwa respons
kebijakan tidak semata berbentuk transfer tunai, melainkan kombinasi bantuan tunai, pangan,
subsidi, dan perluasan program perlindungan sosial yang sudah tersedia.

ISSN : 2828-5271 (online)



111
J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah

Vol. 5, No. 6, Oktober 2025
|

200 Triliun =

150 Triliun =}

Rp

100 Triliun =

50 Triliun =

2014 2016 2018 2020 2022 2024

Sumber: Katadata (2024)
Gambar 1. Anggaran Bansos Tahun 2014-2024

Gambar 1 memperlihatkan perubahan skala anggaran bansos sebelum dan selama pandemi.
Kenaikan tajam pada 2020 dapat dibaca sebagai indikator perubahan prioritas kebijakan:
kebutuhan perlindungan sosial yang sebelumnya dikelola melalui program reguler menjadi isu
mendesak yang menuntut perluasan cakupan dan anggaran secara cepat (Katadata Insight Center,
2024).

Analisis Kebutuhan Sosial dalam Kebijakan Bantuan Sosial

Kebijakan bantuan sosial pada dasarnya dibuat untuk membantu masyarakat yang sedang
mengalami kesulitan. Namun dari hasil yang sudah dibahas sebelumnya, terlihat bahwa kebutuhan
masyarakat di lapangan tidak selalu sama dengan data yang digunakan pemerintah. Masih ada
kondisi di mana orang yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat, sementara yang tidak
terlalu membutuhkan malah mendapatkannya. Situasi ini menjadi semakin terlihat jelas pada masa
pandemi COVID-19, ketika banyak masyarakat yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan tetapi belum
tercatat dalam data penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama masih ada pada
ketepatan data dan proses penentuan penerima bantuan (Nunung et al., 2025).

Selain itu juga, kebutuhan setiap kelompok masyarakat sebenarnya berbeda-beda.
Misalnya, lansia lebih membutuhkan layanan kesehatan, sementara pekerja informal lebih
membutuhkan bantuan yang bisa menjaga penghasilan mereka tetap stabil. Pada masa COVID-19,
kelompok pekerja informal menjadi salah satu yang paling terdampak karena pembatasan aktivitas
ekonomi. Namun, kebijakan bantuan sosial yang masih cenderung seragam membuat kebutuhan
spesifik mereka tidak sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan sosial belum
sepenuhnya disesuaikan dengan situasi krisis, sebagaimana juga dijelaskan oleh Subekti dan
Kensiwi (2025) bahwa kebijakan perlu lebih peka terhadap karakteristik kelompok rentan.

Bentuk bantuan selama pandemi juga memperlihatkan persoalan kesesuaian antara
instrumen kebijakan dan keragaman kebutuhan. Pemerintah menggunakan kombinasi bantuan
tunai, bantuan pangan, subsidi, serta perluasan program reguler seperti PKH dan BPNT/Kartu
Sembako. Karena itu, persoalannya bukan bahwa bantuan didominasi satu bentuk tertentu,
melainkan bahwa paket perlindungan yang tersedia belum selalu terintegrasi dengan kebutuhan
spesifik seperti akses kesehatan, pendidikan, dan keberlanjutan pendapatan kelompok rentan.
Temuan ini sejalan dengan Anindito (2024) yang menekankan pentingnya keterhubungan bantuan
sosial dengan layanan dasar.

Maka dari itu, kondisi ekonomi masyarakat selama COVID-19 berubah sangat cepat.
Banyak orang yang sebelumnya tidak tergolong miskin menjadi rentan dalam waktu singkat.
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Sayangnya, kebijakan bantuan sosial sering kali tidak cukup cepat menyesuaikan dengan
perubahan ini. Selain itu, masyarakat juga masih jarang dilibatkan dalam proses pendataan, padahal
pada masa krisis seperti pandemi, informasi dari masyarakat sangat penting untuk memastikan
bantuan tepat sasaran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan masih kurang fleksibel dan
kurang partisipatif (Ajun, 2024; Simbolon, 2025).

Tabel 1. Matriks Mengenai Kebutuhan Sosial dalam Kebijakan Bantuan Sosial

Aspek Temuan Utama Kebutuhan Sosial Permasalahan Imolikasi
Analisis yang Muncul Kebijakan P
Kelompok yang
Data penerima . Basis data tidak membutuhkan berisiko
Pemutakhiran data . .
belum sepenuhnya segera menangkap mengalami exclusion
Ketepatan o yang cepat dan
mengikuti perubahan : kelompok yang baru error, sedangkan
Sasaran - responsif terhadap . . . .
kondisi selama o kehilangan penerima yang tidak lagi
) kemiskinan baru ’
pandemi pendapatan memenuhi syarat dapat
tetap tercatat
Pekerja informal dan Instrumen bantuan Desain bantuan Sebagian kebutuhan
yang sesuai dengan  cenderung oo
Keragaman  kelompok rentan . spesifik tidak
. karakteristik dan menggunakan .
Kelompok mengalami dampak . - . terakomodasi secara
sumber kerentanan kategori administratif .
yang berbeda . memadai
tiap kelompok yang seragam
Kebutuhan Integrasi bantuan Program . Perlindungan menjadi
kesehatan, pangan, - perlindungan sosial .
Akses . tunai/pangan . . kurang komprehensif
dan perlindungan berjalan melalui .
Layanan endapatan dengan layanan beberana skema van bagi rumah tangga
Dasar pencap kesehatan dan P yang dengan kebutuhan
meningkat . belum selalu .
layanan dasar lain majemuk
bersamaan terhubung
Sistem yang Verifikasi
. . Status ekonomi fleksibel dan administratif dan Respons bantuan
Dinamika L .
. rumah tangga dapat mampu koordinasi pusat- berpotensi terlambat
Sosial- . . . .
. berubah sangat cepat memperbarui status  daerah tidak selalu atau tidak sesuai dengan
Ekonomi .. . o .
selama krisis penerima secara mengikuti kecepatan ~ kondisi aktual
berkala perubahan
Kelompok rentan Pelibatan Pendekatan Definisi kebutuhan lebih
A masyarakat dan banyak ditentukan
C memiliki ruang . pendataan cenderung . .
Partisipasi pemerintah lokal birokrasi dan
terbatas dalam . . . top-down dan . ..
Masyarakat .. dalam identifikasi meningkatkan risiko
mendefinisikan . . berpusat pada data .
.. serta verifikasi L . kelompok tertentu tidak
kebutuhannya sendiri administratif

kebutuhan

terlihat dalam sistem

Matriks tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya ketepatan distribusi,
tetapi proses pendefinisian kebutuhan. Dalam perspektif Fraser, negara dan birokrasi memiliki
posisi dominan karena menentukan kategori penerima, indikator kelayakan, dan mekanisme
verifikasi melalui sistem administratif. Rumah tangga yang telah tercatat dalam basis data program
sosial relatif lebih mudah dikenali, sedangkan pekerja informal, kelompok miskin baru, perempuan
kepala keluarga, pekerja migran, dan warga dengan administrasi kependudukan bermasalah lebih
berisiko tidak terwakili ketika status ekonominya berubah cepat. Dengan demikian, inclusion dan
exclusion error dapat dibaca sebagai konsekuensi dari ketimpangan kemampuan untuk membuat
kebutuhan menjadi "terlihat" dalam sistem kebijakan, bukan semata-mata sebagai kesalahan teknis
pendataan (Nunung et al., 2025; Simbolon & Aulia, 2025).
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Analisis Agenda Setting dalam Pembentukan Kebijakan Bantuan Sosial

Teori agenda setting John W. Kingdon, dengan pendekatan Multiple Streams Framework,
yaitu problem stream, policy stream, politics stream, policy window, dan policy entrepreneurs,
dapat diterapkan dalam analisis perumusan kebijakan bantuan sosial selama pandemi COVID-19.
Kebijakan bantuan sosial merupakan hasil dari konvergensi krisis sosial-ekonomi, tekanan politik,
dan adanya alternatif kebijakan untuk menghadapi situasi darurat (Hoefer, 2022). Pandemi
COVID-19 yang mulai melanda Indonesia pada Maret 2020 menjadi awal dari perubahan besar
dalam menangani kebutuhan sosial masyarakat. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus
COVID-19 pertama pada 2 Maret 2020, pemerintah tidak hanya menghadapi ancaman kesehatan,
tetapi juga risiko keruntuhan sosial-ekonomi yang dapat memperburuk kemiskinan dan kerentanan
sosial.

Angka Kematian
Terkait COVID-19
di Indonesia

Sumber: Lapor Covid-19 (2022)
Gambar 2. Angka Jumlah Kematian Covid 19

Data Lapor COVID-19 per 25 Februari 2021 menunjukkan terdapat 41.628 kematian kasus
positif COVID-19 atau 57,9 persen dan 30.244 kematian terduga COVID-19 atau 42,1 persen. Pada
saat yang sama, ditemukan perbedaan data kematian antara versi Kementerian Kesehatan RI dan
pemerintah daerah, dengan selisih terbesar terjadi di Jawa Tengah (4.153 kasus), Jawa Barat
(2.146), Banten (366), Papua (301), dan DI Yogyakarta (182) (Laporcovid-19, 2022). Kondisi ini
menunjukkan bahwa tata kelola data pandemi masih belum akurat dan transparan. Hingga
November 2021, Indonesia kemudian melaporkan 4.246.802 kasus terkonfirmasi dengan 143.500
kematian atau angka kematian sebesar 3,4 persen (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
2023). Sementara itu, WHO menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah kematian
akibat COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara dengan total 162.059 kematian (Cnnindonesia, 2025).
Dalam perspektif Kingdon, lonjakan kasus dan tingginya angka kematian tersebut menjadi
indicators yang menunjukkan pandemi sebagai masalah publik serius yang membutuhkan respons
kebijakan segera (Yopiannor et al., 2024).

Dalam dimensi problem stream pandemi COVID-19 menjadi masalah publik karena telah
memicu krisis multidimensi yang secara langsung memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat. Kingdon menggambarkan suatu kondisi sebagai masalah publik dengan menggunakan
indikator-indikator yang mencakup ancaman serius, munculnya focusing event, serta feedback
mengenai ketidakefektifan kebijakan-kebijakan sebelumnya (Hoefer, 2022). Ketiga indikator
tersebut terlihat jelas dalam pandemi COVID-19 di Indonesia. Pembatasan aktivitas selama
pandemi mengakibatkan peningkatan pengangguran, penurunan pendapatan pekerja informal, dan
melemahnya perekonomian nasional (Christensen, 2021).
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PROFIL KEMISKINAN
DI INDONESIA SEPTEMBER 2020

Sumber: BPS (2021)
Gambar 3. Profil Kemiskinan di Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin meningkat dari 24,79
juta orang atau 9,22 % pada September 2019 menjadi 27,55 juta orang atau 10,19% pada September
2020, atau meningkat sekitar 2,76 juta orang dalam kurun waktu satu tahun, dan kembali
melampaui angka dua digit (BPS, 2021). Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus
2020 meningkat menjadi 7,07%, sementara pandemi berdampak pada 29,12 juta penduduk usia
kerja, atau 14,28 % dari angkatan kerja, yang mencakup 2,56 juta orang yang kehilangan pekerjaan,
1,77 juta orang yang dirumahkan sementara, dan 24,03 juta orang yang mengalami pengurangan
jam kerja secara drastis (BPS, 2020). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia menyusut
sebesar 5,32 persen pada kuartal 11 2020, penurunan terdalam dalam dua dekade terakhir (BPS,
2020). Dari perspektif Kingdon, kondisi tersebut berarti bahwa pandemi bukan lagi sekadar krisis
kesehatan, melainkan krisis kesejahteraan sosial yang memerlukan intervensi kebijakan segera,

karena dampaknya telah merembes ke kelompok-kelompok rentan di masyarakat (Harjanto et al.,
2022).

PERTUMBUHAN EKONOMI DAAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA
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Gambar 4. Keadaan Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi 2020

Kecepatan respons kebijakan pada masa pandemi sekaligus memperlihatkan persoalan
dalam pendefinisian kebutuhan. Pemerintah menggunakan DTKS dan basis data administratif lain
sebagai pintu utama untuk menentukan penerima, padahal sebagian data belum segera
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mencerminkan munculnya kelompok miskin baru akibat pandemi (Salsabila et al., 2024). Dalam
perspektif Fraser, kewenangan untuk mendefinisikan kebutuhan berada terutama pada negara dan
birokrasi karena merekalah yang menetapkan kategori kelayakan, bukti administratif, dan prosedur
verifikasi. Posisi ini membuat rumah tangga yang sebelumnya telah tercatat dalam program sosial
lebih mudah diakui sebagai kelompok yang membutuhkan. Sebaliknya, pekerja informal,
kelompok yang baru kehilangan pendapatan, warga dengan NIK bermasalah, serta kelompok rentan
dengan akses administratif terbatas lebih berisiko tidak terlihat. Temuan Ombudsman mengenai
penerima yang telah meninggal, NIK tidak valid, penerima ganda, dan penerima yang semestinya
dinonaktifkan menunjukkan bahwa logika administratif dapat menghasilkan inclusion error
sekaligus exclusion error (Ombudsman Indonesia, 2022; Srirahayu, 2024; Rahmansyah et al.,
2020). Dengan demikian, persoalan data merupakan arena politik kebutuhan karena menentukan
kebutuhan siapa yang diakui dan siapa yang tertinggal sebelum bantuan didistribusikan.

Dalam politics stream, tekanan publik, suasana nasional, dan kebutuhan menjaga stabilitas
sosial membentuk dukungan politik bagi perluasan bantuan sosial. Pemberitaan mengenai
peningkatan kasus, kehilangan pekerjaan, dan kesulitan ekonomi memperkuat tuntutan agar
pemerintah menunjukkan respons yang cepat (Hasanah, 2023; Harjanto et al., 2022). Pada titik ini,
bansos memiliki dua dimensi sekaligus: instrumen perlindungan ekonomi dan sarana menunjukkan
responsivitas pemerintah terhadap krisis. Bukti politics stream karena itu terletak pada
terbentuknya dukungan dan tekanan politik terhadap tindakan pemerintah, bukan pada kecepatan
penerbitan kebijakan itu sendiri (Afrinita et al., 2021; Battaglia, 2025).

Berbeda dengan politics stream, penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pada 31 Maret
2020 dan pengalokasian anggaran jaring pengaman sosial menunjukkan terbukanya policy window.
Pada saat yang sama, masalah telah dikenali sebagai krisis sosial-ekonomi, dukungan politik untuk
intervensi menguat, dan instrumen perlindungan sosial yang dapat diperluas telah tersedia.
Pertemuan ketiga kondisi tersebut memungkinkan keputusan anggaran dan perluasan program
dilakukan dalam waktu singkat (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia, 2020; Hadna, 2021; Yopiannor et al., 2024). Dengan demikian, pandemi berfungsi
sebagai focusing event yang membuka kesempatan bagi coupling antara problem, politics, dan
policy stream.

Relasi kekuasaan menjadi unsur penting dalam menjelaskan mengapa tidak semua
kebutuhan memperoleh bobot yang sama dalam agenda bantuan sosial. Pemerintah pusat memiliki
kewenangan regulatif dan fiskal untuk menetapkan program, anggaran, serta kategori penerima;
Kementerian Sosial dan birokrasi pelaksana memiliki sumber daya administratif melalui
pengelolaan data dan mekanisme verifikasi; pemerintah daerah memiliki pengetahuan lokal tetapi
kapasitas fiskal dan verifikasi yang tidak seragam; sedangkan masyarakat sipil, media, dan
kelompok penerima terutama memiliki sumber daya berupa tekanan publik dan artikulasi
kebutuhan. Ketimpangan sumber daya tersebut membuat definisi resmi kebutuhan lebih banyak
dibentuk dari atas. Kelompok yang telah tercakup dalam kategori program dan basis data
pemerintah memperoleh keuntungan karena lebih mudah dimasukkan ke skema perluasan,
sementara pekerja informal, perempuan kepala keluarga, pekerja migran, dan kelompok miskin
baru memiliki posisi tawar yang lebih lemah dalam proses penetapan kategori (Hadna, 2021;
Andriyana & Jowono, 2021). Kasus korupsi bansos juga menunjukkan bahwa kendali atas
anggaran dan distribusi dapat menjadi sumber kepentingan tersendiri, sehingga relasi kekuasaan
tidak hanya memengaruhi siapa yang menerima bantuan, tetapi juga integritas proses kebijakan
(Setiawan & Jesaja, 2022). Dalam kerangka Fraser, kondisi ini menegaskan bahwa perebutan
definisi kebutuhan berlangsung melalui kontrol atas data, anggaran, dan otoritas keputusan.
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Pada policy stream, pemerintah tidak memulai dari kondisi tanpa pilihan kebijakan.
Program seperti PKH, BPNT/Kartu Sembako, dan skema perlindungan sosial lain telah tersedia
sebelum pandemi, sehingga perluasan cakupan dan nilai manfaat menjadi pilihan yang secara
administratif lebih siap dibanding membangun sistem baru dari awal (Capano et al., 2020; Harjanto
etal., 2022). BST kemudian digunakan untuk menjangkau sebagian kelompok yang belum tercakup
program reguler. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang bertahan dalam policy stream adalah
instrumen yang memiliki kelayakan teknis dan dapat dioperasikan secara cepat dalam situasi
darurat (Ichsanniaty et al., 2023; Yopiannor et al., 2024).

Pilihan terhadap perluasan program yang telah ada memiliki konsekuensi analitis.
Keunggulannya adalah kecepatan implementasi, tetapi ketergantungan pada kategori dan data lama
membuat sistem lebih mudah menjangkau kelompok yang sebelumnya sudah terdaftar daripada
kelompok rentan yang muncul akibat krisis. Usulan reformasi data yang lebih partisipatif dan
terdesentralisasi tidak menjadi solusi utama pada momentum awal karena membutuhkan perubahan
kelembagaan yang lebih besar (Srirahayu, 2024; Rahmansyah et al., 2020). Dengan demikian,
seleksi solusi dalam policy stream turut mereproduksi definisi administratif tentang siapa yang
dianggap membutuhkan.

Pandemi COVID-19 berfungsi sebagai focusing event yang mempertemukan ketiga aliran
kebijakan. Lonjakan kasus, penurunan aktivitas ekonomi, dan tekanan publik membentuk problem
dan politics stream, sementara keberadaan PKH, BPNT/Kartu Sembako, BST, dan instrumen fiskal
menyediakan alternatif pada policy stream. Peran Presiden dan Kementerian Sosial dapat dipahami
sebagai policy entrepreneurship sejauh tindakan mereka melakukan coupling antarstream: Presiden
menggunakan kewenangan eksekutif dan fiskal melalui Perppu serta keputusan perluasan
perlindungan sosial untuk menghubungkan pengakuan atas krisis dengan penyediaan sumber daya,
sedangkan Kementerian Sosial mengoperasionalkan coupling tersebut melalui perluasan cakupan
program yang telah ada dan pengembangan skema bantuan bagi kelompok terdampak. Pada 2021,
perluasan PKH, Kartu Sembako, BST, dan program lain menunjukkan bahwa solusi yang tersedia
telah dipasangkan dengan masalah yang mendesak dan dukungan politik yang terbentuk
(Sekretariat Kabinet RI/DPR RI, 2021; Boin et al., 2020; Hoefer, 2022). Penyebutan sebagai policy
entrepreneurs karena itu didasarkan pada tindakan menghubungkan masalah, dukungan politik, dan
solusi, bukan semata-mata karena keduanya merupakan pelaksana kebijakan.

Dampak Bantuan Sosial pada Masa Covid-19 di Indonesia

Dampak bantuan sosial pada masa pandemi ditempatkan dalam penelitian ini sebagai
konsekuensi dari proses agenda yang telah dianalisis, bukan sebagai fokus evaluasi implementasi.
Literatur menunjukkan bahwa perluasan perlindungan sosial membantu rumah tangga memenuhi
kebutuhan dasar dan menahan tekanan kemiskinan selama krisis; program PEN dan berbagai skema
bansos memperluas jangkauan perlindungan kepada kelompok terdampak (Rizki, 2021; Pramanik,
2020; Ruslan et al., 2022). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa terbukanya policy window
menghasilkan kapasitas respons yang nyata ketika problem, politics, dan policy stream berhasil
dipertemukan.

Namun, dampak tersebut dibatasi oleh cara kebutuhan didefinisikan sejak tahap hulu.
Ketidaktepatan sasaran, penerima ganda, kelompok layak yang tidak masuk daftar, serta
penyimpangan distribusi menunjukkan bahwa kecepatan perluasan program tidak otomatis
menghilangkan bias administratif dan relasi kuasa dalam penetapan penerima (Fadhli & Fahimah,
2021; Ruslan et al., 2022; ICW et al., 2021). Dalam kerangka Fraser, persoalan ini memperlihatkan
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bahwa distribusi manfaat mengikuti definisi kebutuhan yang sebelumnya telah dilembagakan
melalui kategori dan data pemerintah.

Secara sintesis, bantuan sosial selama pandemi berkontribusi menjaga stabilitas sosial-
ekonomi, tetapi hasilnya tidak merata karena kemampuan untuk masuk ke dalam sistem bergantung
pada keterlihatan administratif dan posisi kelompok dalam proses pendefinisian kebutuhan.
Dengan demikian, persoalan implementasi yang muncul sesudah kebijakan dijalankan dapat
ditelusuri kembali pada keputusan agenda setting mengenai siapa yang diakui sebagai penerima,
solusi mana yang dipilih, dan bagaimana kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,
serta masyarakat didistribusikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial pada masa pandemi COVID-
19 di Indonesia terbentuk melalui dua proses yang saling berkaitan. Pertama, kebutuhan sosial
dikonstruksi melalui relasi kekuasaan sebagaimana dijelaskan Fraser. Negara dan birokrasi
memiliki otoritas utama untuk menetapkan kategori kebutuhan melalui data, kriteria kelayakan,
dan mekanisme verifikasi. Karena itu, rumah tangga yang telah tercatat dalam sistem perlindungan
sosial lebih mudah dikenali dan dimasukkan ke dalam perluasan program, sedangkan pekerja
informal, kelompok miskin baru, perempuan kepala keluarga, pekerja migran, dan warga dengan
kendala administrasi lebih berisiko tidak terlihat. Kedua, kebutuhan yang telah memperoleh
pengakuan tersebut masuk ke agenda melalui mekanisme Kingdon: peningkatan kemiskinan,
pengangguran, dan kehilangan pendapatan membentuk problem stream; tekanan publik dan
kebutuhan menjaga stabilitas sosial memperkuat politics stream; sementara keberadaan program
seperti PKH, BPNT/Kartu Sembako, dan BST menyediakan alternatif dalam policy stream.
Pandemi sebagai focusing event kemudian membuka policy window yang memungkinkan ketiga
aliran tersebut dipertemukan secara cepat.

Integrasi Fraser dan Kingdon memperlihatkan bahwa prioritas kebijakan tidak hanya
ditentukan oleh besarnya kebutuhan objektif, tetapi juga oleh kemampuan suatu kebutuhan untuk
dikenali dalam kategori administratif dan memperoleh dukungan politik pada saat solusi yang dapat
dijalankan tersedia. Temuan ini menjelaskan mengapa perluasan bansos dapat berlangsung cepat
tetapi tetap menghasilkan inclusion dan exclusion error: mekanisme agenda menggunakan
instrumen dan basis data yang sudah ada, sehingga kelompok yang telah "terlihat" secara
administratif memiliki peluang lebih besar untuk masuk, sementara kelompok yang baru rentan
selama krisis memerlukan proses pengakuan tambahan. Dengan demikian, kontribusi utama
penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan bekerja sejak tahap definisi
kebutuhan hingga pemilihan solusi kebijakan. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan
data sekunder, sehingga studi berikutnya perlu menguji temuan ini melalui wawancara dengan
pembuat kebijakan, pemerintah daerah, dan kelompok penerima maupun kelompok yang tidak
terjangkau bantuan.
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